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ABSTRACT 

Problem/Background (GAP): Education teaches things related to science, 

morals, manners, manners and all aspects used in living this life. Law No.20 of 

2003 concerning the National Education System which regulates the 

mechanism and guarantee of education in Indonesia. During its implementation 

there were problems encountered, namely the use of School Operational 

Assistance (BOS) funds that were not optimal. Purpose : This study aims to 

identify and analyze the supporting and inhibiting factors, as well as the efforts 

made to improve the politics of implementing the BOS program. Method: used 

is descriptive qualitative research method with inductive approach. Data was 

collected through interviews with informants, observations, and documentation. 

The analysis technique is carried out in 3 (three) stages, namely: data reduction, 

data presentation and conclusion drawing. Results and Findings: this study 

shows that the politics of implementing the BOS program has not been effective 

in implementing the BOS program, this is because there are still indicators in 

formal institutions that have not been met, namely there is a discrepancy with 

the implementation of government programs that are not in line with the 

expectations of the community. Conclusions and Suggestions: The 

competence of Human Resources (HR) that is owned is also not in accordance 

with the field it occupies and does not have more skills, so it is necessary to 

make efforts to improve the competence of HR through training for officers 

who are given the task of managing BOS funds. Of the several measures of 

effectiveness, only a few meet the effective measures. This is because there are 

problems or obstacles so that the implementation of the BOS program has not 

been able to run properly, resulting in the distribution of BOS not being on time 

and on target. It is recommended to the Education Office to be more active in 

responding to the problems faced by the BOS fund manager. 

Keywords: Politics, Implementation, Program, School Operational Assistance 

(BOS) 
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ABSTRAK 

 

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pendidikan mengajarkan hal-hal yang 

berkaitan dengan ilmu pengetahuan, moral, sopan santun, tata krama dan seluruh 

aspek-aspek yang digunakan dalam menjalani kehidupan ini. Undang-Undang No.20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur tentang mekanisme 

dan keterjaminan pendidikan di Indonesia. Selama pelaksanaannya terdapat 

permasalahan yang ditermui yaitu penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) yang tidak maksimal. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan 

menganalisis faktor pendukung dan penghambat, serta upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan politik implementasi program BOS. Metode : yang digunakan adalah 

metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data 

dilakukan melalui wawancara dengan informan, observasi, dan dokumentasi. Teknik 

analisis dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. Hasil dan Temuan : penelitian ini menunjukkan bahwa politik 

implementasi program BOS belum efektif dalam pengimplemantasian program BOS, 

hal ini disebabkan masih terdapat indikator-indikator dalam lembaga formal yang 

belum terpenuhi, yaitu terdapat ketidaksesuaian terhadap implementasi program 

pemerintah yang tidak selaras dengan harapannya Masyarakat. Kesimpulan dan 

Saran : Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki juga belum sesuai 

dengan bidang yang ditempatinya dan belum memiliki skill yang lebih, sehingga perlu 

adanya upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan kepada petugas 

yang diberikan tugas sebgai pengelola dana BOS. Dari beberapa ukuran efektivitas 

hanya beberapa saja yang memenuhi ukuran efektif hal ini disebabkan karena terdapat 

masalah atau hambatan-hambatan sehingga implementasi program BOS belum dapat 

berjalan dengan semestinya, sehingga mengakibatkan penyaluran BOS tidak tepat 

waktu dan sasaran. Kepada Dinas Pendidikan disarankan agar lebih aktif untuk 

merespon permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pihak pengelola dana BOS. 

Kata kunci :   Politik, Implementasi, Program, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 
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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, moral, 

sopan santun, tata krama dan seluruh aspek-aspek yang digunakan dalam menjalani 

kehidupan ini. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

yang mengatur tentang mekanisme dan keterjaminan pendidikan di Indonesia. Pada 

pasar 34 ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap warga negara yang berumur 6 tahun dapat 

ikut serta pada program wajib belajar”. Selanjutnya, di ayat (2) disebutkan bahwa 

“Pemerintah dan Pemerintahan Daerah memberikan jaminan tersedianya wajib belajar 

minimum dalam tingkat Pendidikan Dasar dengan tanpa mengeluarkan biaya”. 

Kemudian, ayat (3) menyebutkan bahwa “Wajib belajar ialah tanggungjawab negara 

yang disediakan oleh badan pendidikan pemerintahan, masyarakat dan pemerintah 

daerah”. Dalam rangka memberikan peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang 

menjadi kewajiban pemerintah dalam mengayomi dan melayani warga negara 

Indonesia, sehingga membutuhkan aksi nyata dalam bidang pendidikan agar seluruh 

penduduk Indonesia mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Maka dengan itu 

pemerintah mengeluarkan kebijakan yakni dengan terdapatnya Program Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) yang memiliki tujuan sebagai mana yang tertera pada 

Permendiknas Nomor 37 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS 

yang menyatakan bahwa agar dapat meringankan biaya pendidikan bagi siswa miskin 

dari berbagai biaya dalam bentuk apapun, baik swasta ataupun di sekolah negeri, 

terkecuali sekolah percontohan dengan taraf internasional, dan peningkatan kualitas 

pendidikan pada akhir wajib belajar 9 tahun. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 

Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia meliputi biaya bahan 

atau peralatan yang digunakan dalam pendidikan, serta biaya tidak hidup seperti listrik, 

air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, lembur. pembayaran, 

transportasi, konsumsi, dan pajak. Namun, ada berbagai jenis investasi pembiayaan dan 

karyawan yang diizinkan untuk didanai menggunakan uang BOS. Fenomena saat ini 

diketahui bahwa Kabupaten Aceh Utara salah satu kabupaten yang ada di Provinsi 

Aceh yang di berikan dana BOS oleh pemerintah. Dana BOS merupakan salah satu 

dari beberapa kegiatan ataupun program kerja dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Aceh Utara yang berlangsung sejak tahun 2003. Program Tersebut dimulai 

dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah pertama.Dalam meningkatkan 

penilaian terhadap kualitas pelayanan penyaluran dana BOS di Kabupaten Aceh Utara, 

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melaksanakan penyaluran dana BOS sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 51 

Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) dan Laporan Bantuan Keuangan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2021 

dengan belum dilaksanakan. Dana BOS disalurkan di setiap sekolah merupakan salah 

satu usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dimana 

pembiayaannya secara langsung diserahkan kepada pihak sekolah untuk dikelola sesuai 

dengan kebutuhan berdasar kepada petunjuk teknis yang telah di tetapkan oleh 
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pemerintah.Dalam prakteknya program Dana BOS memiliki hambatan dan 

permasalahan. Sebagai contoh pengelolaan dana BOS pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 

yang ada di Kabupaten Aceh Utara, tidak semua SD di Kabupaten Aceh Utara dapat 

menerima Dana BOS. Selain itu, keterbukaan dana BOS pada publik belum terlalu 

tinggi, perihal itu dapat ditinjau dari pihak sekolah yang belum menyampaikan 

informasi dan keberhasilan perihal pengelolaan BOS selama ini kepada masyarakat. 

Penggunaan dan penyaluran dana BOS masih terdapat bermacam masalah baik pada 

penggunaan dan penyalurannya. Permasalahan tersebut berkenaan efektifitas dan 

efisiensi penggunaan yang nantinya akan menghalangi sasaran dana BOS tersebut. Hal 

ini menunjukkan bahwa masih terjadi permasalahan mengenai manajemen dan tata 

kelola dana BOS di SD Negeri yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Program BOS yang 

dilakukan oleh otoritas lokal berdasarkan standar yang memenuhi persyaratan. hal ini 

berkemungkinan karena stabilitas lingkungan, tekanan lingkungan sosial politik di 

wilayah ini, mempengaruhi kerja institusi. Setiap sekolah tentunya akan menerapkan 

program BOS masing-masing, yang telah diterimanya dari Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara, sehingga memiliki aturan yang berbeda di sekolah 

yang berbeda akan meningkatkan proses pembelajaran. Langkah-langkah dukungan 

faktor juga dapat meningkatkan pembelajaran. Hal ini terlihat dari program dana BOS 

yang diterima. terdapat kendala dan permasalahan di beberapa sekolah, seperti 

keterlambatan transfer dana BOS, sehingga dana BOS tidak tersalurkan tepat waktu 

sebagaimana mestinya. Selain itu, masih terdapat kekurangan buku ajar untuk siswa, 

terbukti dengan banyaknya siswa yang membeli buku ajar yang seharusnya mereka 

terima secara cuma-cuma atau pinjam dari sekolah. 

 

 
1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil 

Politik Implementasi Program BOS Di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh 

merupakan cara untuk mengetahui bagaimana jalannya program dana BOS serta 

bagaiamana kendala yang terjadi dilapangan. Berdasarkan fakta yang ada memang 

setiap tahunnya dana BOS berjalan dengan baik tetapi kenyataan dilapangan masih 

masih terdapat sekolah yang belum mampu menjalankan program BOS secara 

optimal, dimana ada sekolah yang mengabaikan tentang kebutuhan untuk 

memberikan pendidikan, yang meliputi gaji guru honorer, pelatihan guru, pembelian 

buku pelajaran dan alat, kegiatan ekstrakurikuler, alat tulis, pengawasan pedagogis 

dan manajemen pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang baik. Artinya 

penggunaan dana darurat sekolah sekurang-kurangnya menyangkut empat hal, yaitu 

efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. 

 

1.3. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian pertama Hasil 

Penelitian Sucika, Suprapta, 2018, implementasi dana BOS sebagai upaya pemerataan 

pendidikan di SDN 1 Panarukan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng 
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mendiskripsikan Implementasi alokasi dana BOS berhasil berjalan sesuai dengan 

tujuan dan berjalan tepat sasaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan dan evaluasi, serta mampu mempengaruhi pemerataan pendidikan dengan 

adanya bantuan Tujuan penelitian ini Mengetahui kendala dan upaya dalam 

pelaksanaan dana BOS dalam pemerataan Pendidikan di SD Negeri 1 Panarukan Tahun 

2016 Kedua Yaitu Hasil PenelitianWidyatmoko, Suyatmini, 2017, pengelolaan dana 

BOS di SDN Kemasan 1 Surakarta dihasilkan Proses perencanaan komponen yang 

terlibat antara lain, kepala sekolah, bendahara sekolah, dewan guru dan komite sekolah, 

dimana proses perencanaan diawali dengan menyusun RKAS. Yang bertujuan 

Mengetahui pengelolaan dana BOS di SDN Kemasan 1 Surakarta. Ketiga yaitu Hasil 

Penelitian Januwarso, 2017, implementasi program bantuan operasional sekolah pada 

SMPN di Kabupaten Bojonegoro, dihasilkan Pelaksanaan tahap persiapan program 

BOS telah berjalan dengan baik dan telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan dengan 

sangat baik. Selanjutnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program BOS telah 

dilakukan dengan baik dengan hasil masih ditemukannya masalah yang berkaitan 

dengan pelaksanaan program BOS. Akan tetapi, implementasi program BOS secara 

keseluruhan di SMPN di Kabupaten Bojonegoro telah berjalan dengan baik, yang 

bertujuan Mengetahui implementasi program bantuan operasional sekolah pada SMPN 

di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian keempat yaitu penelitian Widodo, Purnamasari, 

Wardani, Hidayah, Hasanah, 2020, implementasi kebijakan dana BOS di Kota Malang 

yang bertujuan Implementasi kebijakan dana BOS di Kota Malang, hasilnya Terdapat 

beberapa permasalahan kebijakan dana BOS, salah satunya masih banyaknya pihak 

sekolah yang tidak ingin laporan penggunaan dana BOS diketahui oleh masyarakat atau 

wali siswa. Selanjutnya penelitian dari Helnikusdita, 2016, implementasi dana BOS 

pada SMAN 4 Seluma, yang bertujuan Mengetahui implementasi pengelolaan dana 

BOS pada SMAN 4 Seluma, yang menghasilkan Mendokumentasikan bahwa 

pelaksanaan dana BOS sesuai dan mengikuti prosedur serta pedoman teknis yang 

berlaku. Dan selanjutnya penelitian dari Anas, 2016, implementasi program dana BOS 

pada SMAN 1 Pasangkayu Kabupaten Mamuju, yang bertujuan Mengetahui 

implementasi program dana BOS pada SMAN 1 Pasangkayu Kabupaten Mamuju, yang 

menghasilkan Membuktikan bahwa aspek pengelolaan dana bos yang terdiri dari aspek 

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi telah terlaksana dengan baik. Dan 

yang terakhir penelitian dari Hakim, Suhendar, 2020, Pengelolaan Dana BOS pada 

SMK Negeri dan Swasta di Provinsi Banten yang bertujuan Mengetahui pengelolaan 

dana BOS pada SMK Negeri dan Swasta di Provinsi Banten yang menghasilkan 

Memberikan bukti bahwa pengelolaan dana BOS telah baik dan sesuai dengan Petujuk 

Teknis BOS, namun masih perlu perbaikan, walaupun sampel memiliki karakteristik 

yang berbeda, kendala yang dihadapi dalam pengelolaan fasilitas BOS relatif sama. 
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1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah 

Teori yang digunakan dalam penelitian, dari penelitian terdahulu penulis tidak 

menemukan kesamaan judul penelitian seperti judul yang diambil penulis. 

Namun penulis akan mengangkat beberapa penelitian yang pernah dilakukan 

sebagai bahan referensi dalam memperkaya bahan kajian terhadap penelitian 

yang dilakukan penulis. 

 

1.5. Tujuan. 

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung 

politik implementasi program BOS tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Aceh Utara 

serta untuk mengetahui bagaimana upaya meningkatkan politik implementasi program 

BOS tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Aceh Utara. 

 

 
II. METODE 

Penelitian ini lakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara 

Provinsi Aceh dibutuhkan data yang terbaru dan akurat mengenai Politik Implementasi 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sedang berlangsung. Oleh karena itu metode 

penelitian yang akan digunakan penulis adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan 

induktif. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek ukuran kualitas, 

menginterpretasikan fenomena atau gejala sosial yang diolah menjadi suatu data. 

Kualitas, nilai atau makna ini hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan dalam catatan 

lapangan, wawancara, percakapan, dokumentasi, perekaman, dan memo dari penulis 

sebagai instrumen dalam penelitian ini (Creswell & Poth, 2018:42) 

Penelitian kualitatif menurut Creswell & Poth (2018:42) menyebutkan bahwa hal 

pertama yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah memulai dengan dugaan dan 

penggunaan kerangka interpretasi/teoritis yang menginformasikan masalah penelitian 

serta membahas makna yang dianggap individu atau kelompok sebagai masalah sosial 

atau manusia. Untuk mempelajari masalah ini, peneliti menggunakan pendekatan 

kualitatif yang muncul untuk melakukan penyelidikan, pengumpulan data terhadap 

yand diteliti penulis .Sejalan dengan hal tersebut, penulis melakukan penelitian dengan 

menggunakan pendekatan induktif, dapat diketahui induktif bersifat khusus kemudian 

diambil kesimpulan secara umum untuk mengetahui telah sesuai dengan hukum, dalil 

atau teori yang ada. Induktif dimulai dari fakta yang diambil dari lapangan, dianalisis 

dibuat pertanyaan kemudian dihubungkan dengan teori atau hukum yang sesuai 

sehingga dapat disimpulkan. Pendekatan penelitian secara induktif yaitu mencari suatu 

informasi dari khusus ke umum, dengan membuat interpretasi dari informasi atau 

datadata yang ditemukan saat dilapangan dan penelitian yang akan di lakukan maka 

peneliti menggunakan kedua jenis sumber data tersebut baik data primer maupun data 

sekunder, karena data diperoleh peneliti dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan 

juga artikel yang berhubungan dengan Program BOS di Kabupaten Aceh Utara. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Faktor Pendukung Politik Implementasi Program BOS tingkat 

Sekolah Dasar di Kabupaten Aceh Utara 

Menurut teori Helmke dan Levitsky (2004), yang menggunakan 2 dimensi yaitu : 

 

3.1.1 Lembaga formal yang efektif 

Lembaga formal dikatakan efektif yaitu apabila lembaga formal menjadi lembaga 

yang saling melengkapi dan akomodatif. Serta merupakan seperangkat lembaga yang 

memiliki aturan tertulis yang terbuka, dimana di dalamnya selain ditetapkan dasar 

ketentuan dan hukum konstitusional, juga ditegakkan tatanan serta norma dan aturan 

tertulis yang dijadikan dasar suatu tindakan yang sah. 

a. Saling Melengkapi 

Hasil kebijakan dicapai sesuai dengan tujuan awalnya, lembaga formal yang dimaksud 

dapat mengambil fungsi utama organisasi/program namun juga bisa dilengkapi dan 

didukung oleh lembaga informal. Lembaga informal yang ada berfungsi sebagai 

pengisi celah (saling melengkapi). yaitu faktor pendukung berjalanya dana BOS 

dengan baik dilakukan dengan sosialisasi pengunaan dana BOS, sosialisasi berbentuk 

penjelasan kepada warga sekolah secara tertulis disampaikan melalui majalah dinding 

ataupun sosialisasi yang disampaikan secara langsung ketika rapat sebagai bentuk 

transparansi dalam penggunaan dana BOS ,serta dengan adanya sosialisasi bimtek 

tersebut diharapkan dapat membantu serta mempermudah sekolah yang mendapatkan 

dana BOS untuk kelancaran semua kegiatan operasionalnya. Selain itu dengan adanya 

koordinasi antar instansi serta adanya dukungan dari semua pihak yang memberikan 

saran akan mempengaruhi keputusan sekolah dalam penggunaan dana BOS sehingga 

arah pengunaan dana BOS dapat terarah dan sesuai rencana yang diharapkan. 

b. Akomodatif 

Untuk mengatasi dampak sosial ekonomi, pemerintah telah menyiapkan dana yang 

dialokasikan untuk program-program sosial bagi masyarakat lapisan bawah di seluruh 

Indonesia. Implementasi program BOS harus memberikan aspek keadilan bagi 

masyarakat miskin. Hal ini bertujuan supaya masyarakat kelas bawah dapat 

melanjutkan sekolahnya dan tidak putus sekolah. Semua pemda hingga pemkot dan 

pemkab perlu mengacu data dari pusat yaitu DTKS sehingga tidak mengacu data 

sendiri-sendiri. Karena program-program ini penting bagi rakyat dan dismpulkan 

bahwa politik implementasi pada Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh melaksanakan 

program berdasarkan data yang sudah ada, dari data tersebut dapat tepat sasaran dan 

berjalan dengan efektif. 
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3.2 Faktor Penghambat Politik Implementasi Program BOS tingkat 

         Sekolah Dasar di Kabupaten Aceh Utara 

Dalam proses pelaksanaan program bantuan oprasional sekolah di SDN 16 

Lhoksukon juga mengalami hal-hal yang sifatnya dapat menghambat 

keberhasilan pelaksanaan program BOS tersebut seperti yang telah disebutkan 

diatas, bahwa salah satu yang dapat membuat suatu kebijakan tidak dapat 

berjalan dengan baik yaitu dikarenakan kebijakan tersebut dalam 

pelaksanaannya kurang memperhatikan masalah teknis. Hal ini dapat 

dibuktikan dimana dalam peraturan yang dimuat dalam petunjuk teknis 

pengelolaan dana BOS. Sekolah tidak diberikan kebebasan untuk menggunakan 

dana bantuan operasional tersebut sesuai dengan kebutuhan sekolah, seperti 

misalnya sekolah tidak diperbolahkan untuk melakukan perbaikan berat dan 

pembuatan gedung baru menggunakan dana BOS. Hal ini menjadi salah satu 

faktor penghambat untuk mecapai tujuan yang direncakan yaitu meningkatkan 

kualitas pendidikan. 

 

3.2.1 lembaga formal yang efektif 

a. Pengganti 

Politik implementasi program pemerintah perlu dikelola secara relevan dan efektif 

“yaitu dengan tujuan yang direncanakan semula benar-benar dicapai” untuk 

mewujudkan program layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua 

kalangan masyarakat. Namun dalam mewujudkan hal tersebut tidak semudah dan 

semulus yang direncanakan masih banyak pengaduan yang berasal dari masyarakat. 

Masih terdapat praktik-praktik kecurangan yang dilakukan oleh beberapa orang dan 

tidak didukung oleh sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga yang seharusnya 

efektif menjadi tidak efektif. Faktor pengmabat lainnya yaitu pencairan dana BOS yang 

sering terjadi tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. 

Serta belum terlibatnya semua pihak dalam penggunaan dana BOS, observasi penulis 

lakukan jika dilihat dari penggunaan dana BOS oleh sekolah harus didasari dari 

kesepakatan antara kepala sekolah, dengan komite sekolah, seharusnya komite sekolah 

sangat dibutuhkan dalam proses tersebut untuk memberikan masukan-masukan yang 

bermanfaat serta sebagai perwakilan wali murid dalam pengawasan internal dalam 

pengelolaan anggaran. 

 

b. Bersaing 

Dalam penelitian ini tidak terdapat bukti-bukti yang mengarah ke penerimaan suap 

maupun hal-hal semacam, namun peneliti menemui adanya orang-orang yang terdaftar 

pada program penerimaan bantuan oleh pemerintah tidak sesuai dengan kriteria yang 

ditetantukan. disimpulkan nampaknya pihak sekolah telah menginformasikan 
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penggunaan dana BOS dalam bentuk pelaporan hanya saja kurang optimal karena 

laporan hanya dalam bentuk laporan yang disampaikan di mading dan orant tua siswa 

juga kurang antusias terhadap perkembangan yang terjadi di sekolah sehingga tidak 

menutup kemungkinan Missing Information antara sekolah dan wali murid serta dari 

observasi peneliti lakukan masih terdapat ketidaksesuaian terhadap implementasi 

program pemerintah yang tidak selaras dengan harapannya Masyarakat. 

 

3.3 Upaya untuk meningkatkan politik implementasi program BOS tingkat                       

Sekolah Dasar di Kabupaten Aceh Utara 

Berikut merupakan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani 

hambatan-hambatan yang ada : 

a) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) 

Dalam hal ini sebagai suatu upaya adalah menyusun perencanaan kegiatan pertama 

yang harus dilakukan dalam administrasi. Rencana merupakanserangkaian keputusan 

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang. Perencanaan yang 

baik hendaknya diarahkan pada tujuan (Goald oriented). 

b) Organizing (Pengorganisasian) 

Setelah menyusun rencana, selanjutnya diperlukan penyusunan /pengelompokan 

kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan yang akan dilaksanakan dalam rangka usaha 

kerja tersebut.” Perlu pengaturan, ada beberapa jenis kegiatan, dikelompok- 

kelompokkan hubungan antara jenis kelompok masing-masing. 

c) Antisipasi Penyalahgunaan Dana BOS 

Antisipasi merupakan tindakan yang mengusahaan agar penyalahgunaan dana BOS 

tidak terjadi, untuk penggunaan dana BOS sudah diatur petunjuk teknisnya didalam 

Permendikbud No 6/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS. Namun 

dalam pelaksaannya sering kali mengalami hambatan yang disebabkan oleh beberapa 

faktor diantaranya adalah kompentensi sumber daya manusia yang dimiliki dan 

keterlambatan dalam penyaluran dana BOS. 

d) Controling (Pengawasan) 

Controling adalah proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, 

menilainya, dan mengoreksi apabila diperlukan supaya pelaksanaan sesuai dengan 

rencana.” petugas yang diberi tugas sebagai pengelola BOS adalah guru yang diberi 

tugas tambahan sebagai pengelola BOS dengan latar belakang keguruan, sehingga 

kemampuan dalam mengelola administrasi dan keuangan belum sepenuhnya memiliki 

pengalaman dan keterampilan yang dibutuhkan 

e) Evaluasi 

Evaluasi adalah suatu upaya untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan suatu 

pekerjaan atau kegiatan dan dapat memperoleh suatu informasi dari hasil monitoring 

maupun dari sumber lain. Hal inidisampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan: “Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara rutin terhadap semua 

sekolah dasar di wilayah DinasPendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lhoksukon”. 
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3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian 

Dalam penelitian ini ditemukan kurangnya transparansi dalam penegelolaan 

dana BOS dan penggunaan dana BOS belum diterapkan secara maksimal 

sesuai dengan peraturan dan yang ada. Serta belum terlibatnya semua pihak 

dalam pengelolaan dana BOS. 

 
 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

Faktor pendukung ditinjau dari dimensi lembaga formal adanya Dukungan 

Pemerintah dengan memberikan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS dan 

sosialisasi tentang tatacara pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dari 

Dinas Pendidikan, Terjalinnya bentuk kerja sama yang baik dari pihak 

pengelolah dana BOS, Komite Sekolah dan para Guru, Pemerintah (Dinas 

Pendidikan), motivasi yang tinggi dan kinerja yang maksimal untuk 

mengembangkan kualitas pendidikan, Dukungan dari para guru baik dengan 

sumbangan pemikiran maupun dengan dukungan tenaga. Sedangkan Faktor 

penghambat ditinjau dari segi lembaga informal yaitu : waktu pencairan dana 

sering mengalami keterlambatan, Anggaran yang diperoleh tidak sebanding 

dengan kebutuhan sekolah, sekolah dibatasi dalam melakukan perbaikan berat 

sehingga sekolah masih mengalami kekurangan ruangan, dan Dana bantuan 

operasional sekolah belum mampu membiayai seluruh program sekolah 

secara merata/menyeluruh. Dan upaya untuk meningkatkan politik 

implementasi program BOS tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Aceh Utara 

yaitu : Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) , 

Organizing (Pengorganisasian), Antisipasi Penyalahgunaan Dana BOS, 

Controling (Pengawasan), Evaluasi 

 
 

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni 

waktu dan kondisi yang terjadi dilapangan. Penelitian ini juga menarik informasi 

dari informan yang belum lengkap dan informasi yang diberikan belum 

semuanya sempurna untuk dijadikan bahan refrensi dalam politik implementasi 

program dana BOS di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh. 

 

Arah Masa Depan Penelitian: (future work): Peneliti menyadari masih 

awalnya temuan pada pada penelitian ini, oleh karena itu peneliti berharap dan 

menyarankan kepada Kepada Komite Sekolah baik guru, orang tua siswa, dan 

tokoh masyarakat disarankan untuk keterlibatannya dalam mengawasi 

pelaksanaan dana bantuan operasional sekolah tersebut. Serta diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dan solusi-solusi penyelesaian masalah serta 
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kepada Dinas Pendidikan disarankan agar lebih aktif untuk merespon 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pihak pengelola dana bantuan 

operasional sekolah (BOS). 
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